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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasrkan hasil penelitian dan pemabahasan yang telah dilakukan 

penulis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sangketa melalui BPSK di Kota Padang merupakan 

penyelesaian di luar pengadilan, Proses penyelesaian sangketa 

konsumen di BPSK Kota Padang ialah : 

a. Tahapan permohonan dari pemohon yaitu konsumen sebagai 

penggugat; 

b. Tahapan persidangan, yaitu dengan memilih metode 

penyelesaian sangketa berupa metode konsiliasi, mediasi dan 

metode arbitrase. 

c. Menghadiri pemangilan persidangan yang telah dibentuk oleh 

BPSK  

d. Penyelesaian sangketa berdasarkan keputusan para pihak 

terutama mediasi, konsiliasi, dan arbitrase serta putusan 

mejelis. 

2. Kendala yang dihadapi BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan 

sangketa adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang BPSK, 

tidak transparannya suatu pihak dalam memberikan keterangan 

baik dari segi pembuktian serta dalam memberikan tanggapan, 
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pengakuan yang berbeda-beda atau tidak konsistennya pada 

gugatan serta adapun pandangan para pihak bahwa putusan yang 

telah diputuskan oleh BPSK Kota Padang tersebut adanya 

ketidakseimbangan dalam memutus suatu sangketa. 

B. Saran  

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagi berikut : 

1. BPSK hendaknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang 

perlindungan konsumen sehingga konsumen dan pelaku usaha 

dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. 

2. BPSK merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan 

sangketa di luar pengadilan, maka BPSK tersebut bekerja sebagai 

lembaga yang melindungi hak konsumen maupun pelaku usaha 

tanpa adanya kesalahpahaman dalam keputusan yang tidak adil 

bagi para pihak agar kenyamanan terhadap para pihak. 

3. Pada saat bpsk memurtus dalam suatu perkara sebaiknya majelis 

harus memamnggil keduabelah pihak dulu untuk memintak 

kesepakatan dalam beracara ini dengan demikian konsumen dan 

pelaku usaha Tidak berada dalam kesahpahaman dimana BPSK 

harus memperhatikan dimana dalam putusan tersebut dimana 

pelaku usaha dalam perbuatan dia tersebut selalu benar dan sesuai 

dengan undang-undang.  

 


